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ABSTRAK 

     Penelitian ini bertujuan menganalisis Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar 

Negeri (SDN) Beuringen Kecamatan Pereulak Barat Kabupaten Aceh Timur 

berdasarkan kerangka COSO dan SPIP. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI telah 

dilaksanakan dengan cukup efektif, ditandai dengan pembagian tugas yang jelas, 

penilaian risiko rutin, dokumentasi transaksi yang baik, komunikasi terbuka, dan 

pemantauan internal. Meskipun SPI dinilai berhasil mendukung pengelolaan dana 

BOS yang transparan dan akuntabel, penelitian merekomendasikan perlunya 

peningkatan kapasitas SDM dan kemampuan penyesuaian cepat terhadap 

perubahan regulasi untuk memperkuat efektivitas sistem di masa depan. 

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, dana BOS, sekolah dasar, SPIP, COSO 
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ABSTRACT 

 

     This research aims to analyze the Internal Control System (ICS) for the 

management of School Operational Assistance (BOS) funds at State Elementary 

School (SDN) Beuringen, West Pereulak District, East Aceh Regency, based on 

the COSO and SPIP frameworks. The study employed a qualitative descriptive 

method, with data collected through observation, interviews, and documentation. 

The results indicate that the ICS has been implemented quite effectively, 

characterized by clear division of duties, routine risk assessment, proper 

transaction documentation, open communication, and internal monitoring. 

Although the ICS is deemed successful in supporting transparent and 

accountable BOS fund management, the research recommends the necessity of 

improving human resource capacity and the ability to rapidly adjust to 

regulatory changes to strengthen the system's future effectiveness. 

 

Keywords: internal control system, BOS funds, elementary school, SPIP, COSO
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

      Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan yang 

dilalui dengan pengajaran, pelatihan dan penelitian yang dilakukan dari satu 

generasi ke generasi. Pendidikan terbagi ke dalam beberapa jenis yaitu pertama 

pendidikan formal dimana pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur 

mulai dari bawah hingga seterusnya seperti paud, taman kanak-kanak, sekolah 

dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan bangku 

perkuliahan, kedua pendidikan non formal yaitu pendidikan yang terstruktur 

diluar pendidikan formal seperti kursus dan majelis, ketiga pendidikan informal 

yaitu pendidikan yang didapat secara mandiri dari keluarga dan lingkungan hidup 

seperti etika, budi pekerti, dan agama.  

     Pendidikan juga salah satu pondasi penting yang harus dibangun untuk 

mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri, membangun serta 

mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan 

kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, 

menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam 

berdemokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat dan harus 

dengan baik untuk memajukan bangsa dan negara.  

Pemerintah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

salah satunya dengan cara memberikan dana.BOS (bantuan operasional sekolah) 

yang akan berguna untuk kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Dana 
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Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana 

yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan 

pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan 

dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (kemendikbud.go.id : 2021). 

Adanya dana BOS, maka setiap sekolah yang mendapatkan dana BOS harus 

membuat anggaran dan pertanggung jawaban untuk alur penggunaan dana itu 

sendiri yang dimana anggaran disusun diawal tahun dan laporan pertanggung 

jawaban disusun saat akhir tahun. Untuk mengukur seberapa tepat penggunaan 

dana dengan anggaran yang telah disusun maka membutuhkan pengendalian 

intern. Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan 

direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi 

aset perusahaan, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang 

berlaku. Pengendalian intern yang efektif dapat membantu perusahaan dalam 

mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah adanya kecurangan 

atau penyalahgunaan lainnya. (kamus.tokopedia.com : 2021). 

Pengendalian intern dilakukan untuk mengetahui pihak pihak yang tidak 

mematuhi aturan atau melakukan penyalahgunaan dana yang telah diberikan oleh 

pemerintah. maka dari itu, pengendalian intern sangat berperan penting 
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dalam sebuah organisasi atau lembaga yang termasuk didalamnya seperti sekolah 

dasar dan sekolah menengah yang mendapatkan dana BOS.  

     Sekolah dasar negeri Beuringen yang selanjutnya disingkat dengan SDN 

Beuringen adalah salah satu sekolah dasar negeri yang menerima dana BOS. Oleh 

sebab itu maka SDN Beuringen memerlukan sistem pengendalian intern. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertari untuk melakukan penelitian tentang 

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada 

Sekolah Dasar Negeri Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh 

Timur.” 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

     Berdasakan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: “Bagaimana sistem pengendalian intern terhadap belanja dana BOS 

pada SDN Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh timur” 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian 

intern terhadap dana bantuan operasional sekolah pada SDN Beuringen 

Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh timur.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang 

sistem pengendalian intern  
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2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam dunia 

pendidikan khusunya untuk Jurusan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Aceh. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengentahuan dan 

wawasan bagi penyusun mengenai sistem pengendalian intern pada 

sekolah dasar. 

2) Penelitian ini diharapkan dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian yang 

relevan dimasa yang akan datang 

3) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah 

tempat penelitian, sebagai bahan pertimbangan dalam membuat 

keputusan khususnya untuk sistem pengendalian intern dana BOS yang 

lebih efektif sehingga dapat meningkatkan efektivitas terhadap 

pengelolaan dana BOS.  

1.5 Ruang lingkup Penelitian 

Penulis hanya melalukan penelitian terhadap pengendalian intern dana 

BOS pada SDN Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh timur. 

Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat fokus pada satu bagian, sehingga data 

yang diperoleh valid. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN  

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern 

2.1.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian intern 

     Pengendalian internal adalah serangkaian sistem dan prosedur yang diterapkan 

oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset-asetnya serta memastikan kepatuhan 

terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 

yang menggambarkan sistem ini sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam 

setiap aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai, guna memastikan tercapainya tujuan organisasi. Proses ini meliputi 

efisiensi dan efektivitas kegiatan, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset 

negara, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan bertambahnya ukuran 

organisasi dan perkembangan teknologi informasi yang membawa keuntungan 

sekaligus meningkatkan risiko, sistem pengendalian yang efektif sangat 

dibutuhkan. Sistem ini diharapkan dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan 

dalam akuntansi serta melindungi data organisasi dari potensi penyalahgunaan 

atau sabotase (Natawibawa et al., 2020).  

     Pengendalian Internal Menurut Badan Pengawasan Keuangan Dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas 

Penyelenggaraaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintergrasi Pada 

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah bahwa Sistem Pengendalian Intern 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

     Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

lingkungan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., 2012) dan (Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.) menyebutkan bahwa pengendalian intern 
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merupakan proses berkelanjutan dari kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pemerintah dan seluruh pegawai untuk memberikan 

kepercayaan yang memadai. dan keyakinan dalam pencapaian tujuan. 

penyelenggaraan melalui kegiatan yang efektif, efisien, andal dalam pelaporan, 

pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang dilaksanakan secara komprehensif di lingkungan pusat, 

pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. 

     Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam (Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, n.d.) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan 

hal yang melekat pada semua kegiatan yang dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia, dan memberikan kepercayaan yang memadai daripada kepercayaan 

mutlak. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern pemerintah 

mempertimbangkan berbagai aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, 

kriteria penjelas untuk mengukur efektivitas, perkembangan teknologi informasi. 

Melalui (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d.) tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan paket reformasi 

keuangan negara menuju Good Governance atau pengelolaan keuangan yang baik 

dan pemerintahan yang baik, jujur, dan transparan. 

    Pengendalian Internal Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang 

dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi 

untuk mengurangi kejadian tersebut. Pengendalian intern dapat memberikan 

keyakinan yang memadai (tetapi bukan keyakinan yang mutlak) kepada 

manajemen senior dan dewan direksi suatu entitas, serta beradaptasi dengan 

struktur entitas. Sistem pengendalian internal yang baik akan tercermin dalam 

beberapa hal diantaranya, adanya sistem dan prosedur akuntansi, adanya sistem 

otorisasi, adanya pemisahan tugas, dan adanya sistem formulir, dokumen dan 

catatan, yang mana semua hal tersebut akan mendukung fungsi keuangan koperasi 
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dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan semakin baik sistem 

pengendalian internal yang ada maka akan semakin baik dalam menghasilkan 

laporan keuangan yang andal (Putri et al., 2024). 

     Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan  pengendalian 

intern merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh unsur 

organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, menjamin keandalan 

pelaporan keuangan, melindungi aset serta memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Sistem ini bukan seperangkat prosedur 

adminitratif saja, namun juga mencerminkan budaya organisasi yang mendukung 

tata kelola yang baik. Dalam penerapanya, sistem pengendalian intern harus 

mempertimbanhkan aspek sumber daya manusia, manfaat dan biaya, serta 

perkembangan teknologi informasi. 

2.1.1.2. Tujuan Pengendalian Intern 

Pengendalian intern berfungsi untuk melindungi harta atau aset dalam suatu 

organisasi, mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya serta meningkatkan 

efiktivitas dari seluruh anggota sehingga dapat dijalankannya sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. pengendalian intern dapat mencegah terjadinya 

kesalahan dan penyelewengan yang dapat merugikan suatu organisasi. 

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 2”sistem pengendalian 

intern pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhdap peraturan perundang-undangan. 

Lebih lanjut AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) 

memberi definisi system pengendalian intrern meliputi struktur organisasi, semua 
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metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam 

perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa 

jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efesiensi usaha dan 

mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Pengertian 

tersebut menyangkup ke segala aspek kegiatan perusahaan. 

     Selanjutnya Mardi (2014:59), mengatakan bahwa Pengendalian internal yang 

dirumuskan pada suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Sesuai 

dengan definisi yang dikemukakan AICPA, maka dapat dirumuskan tujuan 

pengendalian intern, yaitu: 

1. menjaga keamanan harta milik perusahaan 

2. memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi 

3. meningkatkan efisiensi opersional perusahaan dan 

4. membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pengendalian intern adalah untuk menjaga harta kekayaan dalam suatu organisasi, 

menjaga dan menghindari terjadinya penyelewengan, penggelapan, dan 

kesalahan-kesalahan dalam menyajikan data akuntansi yang akurat dan handal. 

Oleh karena itu, pengendalian intern perlu diterapkan dalam sebuah organisasi 

agar aktivitas-aktivitasnya dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.1.3. Unsur – Unsur Pengendalian Intern  

     Pada sebuah perusahaan, manajemen puncaknya menganggap unsur-unsur 

pengendalian intern bersifat pencegahan terhadap kondisi manajemen mencegah 

dan karyawan tidak serius dalam melaksanakan kegiatan perusahaan. Unsur-unsur 

pengendalian merupakan komponen-komponen yang menyangkut tentang 

pelaksanaan sistem pengendalian yang meliputi bagaimana suatu sistem 

dilaksanakan agar dapat terlaksana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 
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Menurut Committe Of  Sponsoring Organizattion  (2013),  model COSO 

yang digambarkan dalam suatu kubus yang dinamakan kubus COSO (The COSO 

Cube) merupakan model sistem pengendalian intern yang banyak digunakan oleh 

auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem 

pengendalian intern.  Berdasarkan model tersebut, terdapat 5 unsur atau 

komponen utama sistem pengendalian intern: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara 

umum dan terhadap pengendalian secara khusus. Unsur ini merupakan 

dasar atau fondasi dari komponen pengendalian intern lainnya. 

2. Penentuan Risiko (Risk Assesment) 

Meliputi identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan (misalnya: 

operasional, keuangan, kepatuhan), dampak dan kemungkinan 

terjadinya, serta prioritasnya. Penentuan risiko merupakan suatu proses 

yang terus berjalan. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activies) 

Meliputi kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk 

memastikan arahan manajemen dilaksanakan serta tindakan yang 

diambil untuk mengatasi risiko. 

4. Informasi dan Komunikasi (Information And Comunication) 

Sistem informasi menghasilkan laporan yang memuat informasi 

operasional, keuangan dan kepatuhan, yang digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas pengendalian. Informasi tersebut harus 

mengalir/dikomunikasikan ke sekuruh organisasi, pada waktu yang 

dan pada orang yang tepat.  

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) 

Meliputi proses untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern 

melalui aktivitas pengawasan dan evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah 

dapat dilakukan oleh manajemen atau oleh auditor internal dan 

eksternal. 

 

 Adapun prinsip pengendalian menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sejalan dengan COSO juga 

terdiri atas 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Setiap unsur 

terdiri atas subunsur/dimensi berikut ini: 

1. Lingkungan Pengendalian, mencakup: 

a. Penegakan Integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Kepemimpinan yang kondusif 

d. Struktur organisasi  

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 
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f. Kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia 

g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah 

2. Penilaian Risiko, mencakup: 

a. Mengidentifikasi risiko 

b. Menganalisis risiko 

c. Mengatasi risiko 

d. Mengurangi risiko, dan 

e.  Menghilangkan risiko 

3. Kegiatan Pengendalian, mencakup: 

a. Pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab 

b. Otorisasi 

c. Pencatatan dan dokumentasi (pengendalian pencatatan) 

4. Informasi dan komunikasi, mencakup: 

a. Informasi 

b. Komunikasi 

5. Pemantauan, mencakup: 

a. Pemantauan pimpinan unit terkait pada pegawainya 

b. Pemantauan oleh Satuan Pengawas Intern 

c. Tindak lanjut atas hasil pengawasan dan mekanisme umpan balik 

 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern 

memiliki bebrapa unsur-unsur penting yang mendukung peroses untuk 

membentuk pengendalian intern tersebut serta pengendalian intern yang berjalan 

secara efektif sesuai dengan yang diharapkan.  

2.1.1.4. Prinsip-prinsip Pengendalian Intern 

 Prinsip adalah aturan atau acuan sebagai pedoman untuk berpikir atau 

bertindak dalam pelaksanaan tugas tertentu. Demikian juga dengan prinsip-prinsip 

pengendalian intern yang menjadi pedoman dasar dalam tugas dan tanggung 

jawab sehari-hari.  

 Menurut V. Wiratna Sujawerni (2015:74) pengendalian intern yang baik 

harus mengikuti prinsip-prinsip pengendalian intern sebagai berikut: 

1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan 

Otorisasi adalah pemberian kekuasaan atas suatu hal, maka otorisasi 

transaksi adalah pemberian kekuasaan atas suatu transaksi atau kegiatan. 
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Contohnya dengan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan 

pimpinan. 

2. Pembagian tugas dan tanggung jawab 

Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah salah satu cara menerapkan 

pengendalian yang baik karena pembagian tugas dan tanggung jawab 

berdasarkan struktur organisasi yang telah dibuat perusahaan. 

3. Dokumen yang digunakan sebaiknya dirancang terlebih dahulu 

Dokumen sebaiknya yang mudah dipakai oleh karyawan dan bahan 

dokumen yang digunakan sebaiknya yang berkualitas agar bertahan lama. 

4. Perlindungan yang cukup ketat terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. 

Perlindungan terhadap kekayaan dan catatan perusahaan adalah satu hal 

yang sangat diperlukan. Perlindungan yang ketat ini meliputi: antara 

pencatatan dan pembawa kas harus dilakukan oleh orang yang berbeda, 

setiap pengeluaran uang harus diketahui dan diotorisasi oleh pihak-pihak 

berwenang, pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik, 

penyelenggaraan catatan dan penyajian informasi yang akurat, pembatasan 

akses fisik terhdap kas dan berbagai dokumen penting, tersedia tempat 

penyimpanan yang baik, pembatasan akses ruang-ruang penting, dan 

pengawasan yang ketat. 

5. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. 

Pemeriksaan kinerja ini dapat dilakukan dengan membuat 

rekonsiliasi/pencocokan antara catatan perusahaan dengan bank, maupun 

membaut  rekonsiliasi antara dua catatan yang terpisah atau berbeda 

mengenai suatu rekening, melakukan stock opname yaitu mencocokkan 

jumlah unit persediaan di gudang dengan catatan persediaan, 

menyelenggarakan double entry bookkeeping yaitu dengan metode 

pencatatan yang selalu melibatkan setidak-tidaknya dua rekening”. 

 

 Selanjutnya menurut Romney, dkk (2014:242), “Prinsip-prinsip 

pengendalian intern dikategorikan sebagai berikut: 

1. Otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak 

Penetapan kebijakan bagi para pegawai untuk diikuti dan kemudian 

memberdayakan mereka guna melakukan fungsi organisasi tertentu. 

Otorisasi sering didokumentasikan dengan penanda tanganan, 

penginisialisasian, atau pemasukan kode pengotorisasian pada sebuah 

dokumen atau catatan. 

2. Pemisahan tugas 

Pemisahan fungsi akuntansi otorisasi, penyimpanan dan pencatatan 

guna meminimalkan kemampuan pegawai untuk melakukan penipuan. 

3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi (perolehan) 

Memiliki metodologi menjadi hal penting untuk mengatur 

pengembangan, akuisisi, implementasi, dan memelihara sistem 

informasi. Metodologi harus mengandung pengendalian yang tepat 

untuk persetujuan manajemen, keterlibatan pengguna, analisis, desain, 

pengujian, implementasi, dan konversi. 

 



12 

 

 
 

4. Mengubah pengendalian manajemen 

Organisasi memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan 

praktik-praktik bisnis baru dan memanfaatkan penguasaan TI. Mereka 

bertugas untuk perubahan harus memastikan bahwa mereka tidak 

memperkenalkan kesalahan sehingga memfasilitasi penipuan 

5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan  

Desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai 

dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari 

seluruh data transaksi yang relevan. Bentuk dan isinya harus 

sesderhana mungkin, meminimalkan kesalahan, dan memfasilitasi 

tinjauan serta verifikasi. 

6. Pengamanan aset, pencatatan dan data 

Sebuah perusahaan harus melindungi kas dan aset fisik beserta 

informasinya. Para pegawai merupakan risiko keamanan yang lebih 

besar dibandingkan orang luar. Mereka mampu menyembunyikan 

tindakan ilegal mereka dengan lebih baik karena mengetahui 

kelemahan sistem yang lebih baik.  

7. Pengecekan independen 

Pengecekan kinerja yang independen, dilakukan oleh seseorang, tetapi 

bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya, membantu 

memastikan bahwa transaki diproses dengan tepat”. 

 

     Secara umum dapat disimpulkan  bahwa prinsip-prinsip dari pengendalian 

intern yang baik adalah adanya pembubuhan kode atau tanda tangan atasan dari 

sebuah dokumen atau catatan, pembagian tugas dan tanggung jawab, pengamanan 

aset dengan pencatatan dan pendataan, dan pemeriksaan terhadap kinerja dalam 

sebuah organisasi tersebut. 

2.1.2 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) 

     Pengertian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut peraturan 

menteri pendidikan nasional 69 tahun 2009 tentang stnadar Biaya operasi 

nonpersonalia, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang 

diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun 

sebagai bagian dari kesuluruhan dan pendidikan satuan pendidikan dapat 

melakukan kegiatan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional 

pendidikan. Bantuan Operasional adalah program pemerintah yang pada dasarnya 
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adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.  

     Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan 

pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan baku atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 

konsumsi, pajak dll. Namun ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan 

personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. 

     Bentuk pendanaan pendidikan yang berasal dari sumber dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah 

SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) peserta didik tingkat dasar, menengah pertama dan menengah atas akan 

dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Program BOS ini bertujuan 

untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam mengoperasionalkan sekolah 

dan meringankan beban masyarakat luas terhadap pembiayaan pendidikan agar 

mereka memperoleh layanan. Adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS), sekolah tuntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya 

pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 

Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi 

dengan akuntabilitas dan transaparansi. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel 

dan transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah 

dibelanjakan dan digunakan (Shelina et al., 2023) 
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      Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat yang memberikan 

bantuan dana operasional kepada sekolah jenjang dasar dan menengah (SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA) yang bersumber dari APBN, guna membiayai kebutuhan 

operasional nonpersonalia seperti bahan habis pakai, listrik, air, telekomunikasi, 

pemeliharaan sarana, dan biaya operasional lainnya, serta beberapa biaya 

personalia dan investasi tertentu. Program ini bertujuan untuk mendukung 

pelaksanaan wajib belajar, meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, dan 

memastikan sekolah dapat beroperasi secara teratur sesuai Standar Nasional 

Pendidikan. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dan 

akuntabel agar penggunaannya dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat dan 

pemerintah. 

2.2 Penelitian Sebelumnya  

     Penelitian sebalumnya tentang sistem pengendalian intern dana BOS telah 

diteliti sebelumnya. Bebarapa penelitian sebelumnya seperti (Putri et al., 2024) 

melakukan penelitian tentang system pengendalianintern pengeluaran kas pada 

dana bantuan operasional studi kasus dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pegeluaran kas Dana BOS Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau telah sesuai dengan petunjuk teknis pengenlolaan Dana 

BOS tahun 2022 namun penerapan system pengendalian internal pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau beelum sepenuhnya sesuai dengan komponen 

pengendalian intern berbasis COSO. 

     Penelitian (Waskito, n.d.) 2024 melakukan penelitian tentang system 

pengendalian internal atas pelaksanaan dana operasional sekolah (BOS) pada 
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dinas Pendidikan kota mataram. Penelitian ini dilakukan dibawah naungan dinas 

Pendidikan kota mataram di 4 SMP yaitu SMPN 15 MATARAM, SMPN 16 

MATARAM, SMPN 9 MATARAM, dan SMPN 7 MATARAM. Teknik 

pengumpulan data adalah berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa analisis sistem pengendalian internal atas 

pelaksanaan dana operasional sekolah (BOS) pada dinas Pendidikan kota mataram 

secara keseluruhan dapat dikatakan sistem pengendalian internal di 4 sekolah 

(SMP) sudah cukup efektif dan efisien. Pada pelaksanaan dana bos sudah sesuai 

dengan peraturan Juknis Bos. 

     Dalam Penelitian (Isnaini Hamidi et al., 2023) meneliti tentang pengendalian 

intern dalam pengelolaan dana Pendidikan di kota mataram, hasil peneiltiannya 

adalah Pengendalian internal pengelolaan dana BOS di Dinas Pendidikan Kota 

Mataram diterapkan melalui enam kegiatan pengendalian, yaitu sosialisasi 

pengelolaan dana BOS, penerapan SOP pembimbingan, melakukan 

pembimbingan teknis pengelolaan dana BOS, pengecekan berbagai dokumen 

pengelolaan dana BOS, monitoring dan evaluasi, serta pemberian surat 

rekomendasi pencairan dana BOS. Pengendalian Internal yang diterapkan oleh 

Dinas Pendidika terhadap pengelolaan dana BOS yang dilakuka oleh sekolah telah 

sesuai dengan Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Kesesuaian ini 

dibuktikan dengan terpenuhinya kelima komponen pengendalian yang ada dalam 

SPIP. 

    Selanjutnya,(Shelina et al., 2023) melalukan penelitian tentang system dan 

prosedur akuntansi atas penggunaan dana bantauan opersional sekolah  pada 

sekolah Dasar islam manbaul hidayah kecamatan kisaran barat kabupaten asahan, 
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Hasil penelitian pertama memperlihatkan bahwasannya sistem atas penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah di terapkan pada Sekolah Dasar 

Islam Manbaul Hidayah. Hasil penelitian Kedua memperlihatkan bahwasannya 

prosedur akuntansi atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

sudah sesuai dengan pencatatan yang diberikan oleh Dinas Pusat.SD Islam 

Manbaul Hidayah menyesuaiakn perencanaan, pengelolaan, pembiyaan serta 

pengeluaran telah tepat dengan pedoman teknis pengelolaan yang sudah 

ditentukan oleh pemerintah daerah. 

     Penelitian dari (Isniawati et al., 2022) tentang system pengendalian 

internal,good corporate governance, ketaatan pelaporan keuangan, dan budaya etis 

organisasi terhadap pencegahan kecurangan dana BOS dan Moralitas individu 

sebagai moderasi. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhdap pencegahan fraud. Good 

corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan 

fraud. Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pencegahan fraud. Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap pencegahan 

fraud. Moralitas individu memperkuat hubungan antara sisteam pengandalian 

intenal dengan pencegahan fraud, tetapi memperlemah hubungan antara good 

corporate governance, kepatuhan pelaporan kuangan, dan budaya etika organisasi 

dengan pencegahan fraud. 

     Penelitian (Sari & Feby Yoana Siregar, 2021)tentang sistem pengendalian 

intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan bantuan operasional sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diamati secara langsung melalui wawancara 

dengan pihak yang berwenang bahwa sistem pengendalian intern pemerintah 
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merupakan kegiatan pengawasan internal lembaga yang berfungsi memberikan 

penilaian independen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Dalam proses pengelolaan dana BOS, lembaga SDN 060864 telah melakukan 

proses perencanaan keuangan yang melibatkan kepala sekolah, bendahara 

sekolah, dan staf administrasi atau pengelola sekolah. Proses perencanaan diawali 

dengan penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah oleh tim pengelola dana 

BOS dan bendahara sekolah. Dari awal proses penyusunan rencana anggaran 

sekolah tentunya SDN 060864 telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai 

dengan Juknis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., n.d.-a).  

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

  

No 
Judul, Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Metode 

Penelitan 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Evaluasi Sistem 

Pengendalian Intern 

Pengeuaran Kas  Pada 

Dana Bantuan 

Operasional Sekolah 

(Studi Kasus : Dinas 

Pendidikan Provinsi 

Riau) (Putri et al., 

2024) 

 

kualitatif Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

Prosedur pengeluaran kas 

Dana BOS Dinas 

Pendidikan Provinsi Riau 

telah sesuai dengan petunjuk 

teknis pengelolaan Dana 

BOS tahun 2022 namun 

Penerapan sistem 

pengendalian internal pada 

Dinas Pendidikan Provinsi 

Riau belum sepenuhnya 

sesuai dengan komponen 

pengendalian intern berbasis 

COSO. 

  

Variabel 

Terikat: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern.  

Variabel 

Terikat : Dana 

BOS 

Lokasi dan 

Objek 

Penelitian. 

2.  Analisis Sistem 

Pengendalian Internal 

Atas Pelaksanaan 

Dana Operasional 

Sekolah (BOS) Pada 

Dinas Pendidikan  

Kota Mataram, 

(Waskito, n.d. 2024) 

Kualitatif  Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa analisis 

sistem pengendalian internal 

atas pelaksanaan dana 

operasional sekolah (BOS) 

pada dinas Pendidikan kota 

mataram secara keseluruhan 

dapat dikatakan sistem 

pengendalian internal di 4 

sekolah (SMP) sudah cukup 

efektif dan efisien. 

Variabel 

Terikat: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern.  

Variabel 

Terikat : Dana 

BOS 

Lokasi dan 

Objek 

Penelitian. 
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Tabel 2.1 

Lanjutan Penelitian Sebelumnya 

 

No 
Judul, Nama Peneliti, 

dan Tahun 

Metode 

Penelitan 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

3.  Pengendalian Internal 

Dalam  Pengelolaan 

Dana Pedidikan Di 

Kota Mataram (Isnaini 

Hamidi et al., 2023) 

Kualitatif Pengendalian Internal yang 

diterapkan oleh Dinas 

Pendidika terhadap 

pengelolaan dana BOS yang 

dilakuka oleh sekolah telah 

sesuai dengan Standar 

Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP). 

Variable bebas 

yaitu: Sistem 

Pengendalian 

Intern, 

Variabel 

Terikat  yaitu: 

Dana 

Pendidikan 

(BOS) 

Lokasi dan 

Objek 

Penelitian. 

4.  Analisis Sistem dan 

Prosedur Akuntansi 

Atas Penggunaan 

Dana Bantuan 

Operasional Sekolah 

Pada Sekolah Dasar 

Islam Manbaul 

Hidayah Kecamatan 

Kisaran Barat 

Kabupaten Asahan, 

(Shelina et al., 2023) 

Kualitatif Hasil penelitian 

memperlihatkan 

bahwasannya prosedur 

akuntansi atas penggunaan 

Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) sudah sesuai 

dengan pencatatan yang 

diberikan oleh Dinas Pusat. 

Variabel 

Terikat yaitu: 

Dana Bantuan 

Operasional 

Variabel Bebas 

yaitu : Sistem 

dan Prosedur 

Akuntansi. 

Lokasi dan 

Objek 

Penelitian. 

5. Pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal, 

Good Corporate 

Governance, Ketaatan 

Pelaporan Keuangan, 

dan Budaya Etis 

Organisasi Terhadap 

Pencegahan 

Kecurangan Dana 

BOS Dengan 

Moralitas Individu 

Sebagai Moderasi. 

(Isniawati et al., 2022) 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Sistem 

Pengendalian Internal 

berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap 

pencegahan fraud.  

Variabel 

Terikat: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern.  

Variabel 

Terikat: Dana 

BOS 

Variabel 

Terikat : Good 

Corporate 

Governance, 

Ketaatan 

Pelaporan 

Keuangan, dan 

Budaya Etis 

Organisasi. 

Lokasi dan 

Objek 

Penelitian. 

6.  Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

Dalam Pengelolaan 

Keuangan Banyuan 

Operasional Sekolah. 

(Sari & Feby Yoana 

Siregar, 2021) 

Kualitatif Hasil Penelitiannya adalah 

Dari awal proses 

penyusunan rencana 

anggaran sekolah tentunya 

SDN 060864 telah 

melaksanakan pengelolaan 

keuangan sesuai dengan 

Juknis. 

Variabel 

Terikat: 

Sistem 

Pengendalian 

Intern.  

Variabel 

Terikat : Dana 

BOS 

Lokasi dan 

Objek 

Penelitian. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

  Berdasarkan teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam 

penelitian ini, seperti system pengendalian intern terhadap dana BOS berdasarkan 
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Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) yang diatur dalam peraturan 

pemerintah nomor 60 tahun 2008 sebagaimana dijelaskan diatas, maka kerangka 

pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

   

Sumber: Diolah oleh penulis (2025) 

 

 



 

20 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

     Desain penelitian adalah rencana atau kerangka kerja yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab 

pertanyaan penelitian secara sistematis dan objektif. Menurut Sugiyono (2022), 

metode penelitian ialah pendekatan untuk memperoleh data dengan tujuan dan 

kegunaan spesifik. 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan ialah cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. Untuk meneliti masalah yang diangkat dalam judul, 

penulis akan menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

3.1.1 Sifat Studi 

     Sifat studi dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala 

yang dihadapi. metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.  

3.1.2 Tujuan Studi 

     Tujuan penelitian dengan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah 

pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya 
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dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini 

bermaksud untuk memberikan Gambaran dan menguraikan terkait implementasi 

sistem pengendalian intern dana BOS di SDN Beuringen. 

3.1.3 Unit Analisis 

     Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama 

tahap analisis data selanjutnya. Unit analisis data penelitian ini adalah Sekolah 

Dasar Negeri Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh Timur. 

3.1.4. Horizon Waktu 

     Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi one shot atau cross sectional 

dengan periode pengamatan tahun 2025. Studi yang mengumpulkan data hanya 

sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan disebut studi dengan 

horizon waktu one shot atau cross sectional .  

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

    Secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (observasi, 

wawancara dan observasi). 

1. Observasi  

     Observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung 

oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi 

sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).  
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2. Wawancara  

     Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik 

tertentu.  

3. Dokumentasi 

     Dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah 

berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari 

seseorang/instansi.  

4. Triangulasi  

     Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

     Sumber dan Teknik pengeumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara dari pihak SDN Beuringen.    

3.3 Teknik Analisis Data 

     Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.  

     Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan empat langkah  

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi. 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 

(triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin 

berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap 

awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi 

sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam 

semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat 

banyak dan sangat bervariasi. 

 2. Reduksi Data (Data Reduction)  

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
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3. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan 

data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks 

yang bersifat naratif.  

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ 

verification) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan empat langkah yang 

tersebut diatas untuk teknik pengujian data . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat SDN Beuringen 

SDN Beuringen merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus Negeri 

yang berada di wilayah Kec. Peureulak Barat, Kab. Aceh Timur, Aceh. SDN 

Beuringen didirikan pada tanggal 1 Januari 1970 dengan Nomor SK Pendirian 

yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam 

kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 162 siswa ini dibimbing oleh 8 

guru yang profesional di bidangnya. Kepala Sekolah SDN Beuringen saat ini 

adalah Nur Asma. Operator yang bertanggung jawab adalah Erwin Firdaus.  

Dengan adanya keberadaan SDN Beuringen, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Peureulak Barat, 

Kab. Aceh Timur. 

4.1.2 Profil SDN Beuringen 

NPSN 10102126 

Nama Sekolah SDN BEURINGEN 

Naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tanggal Berdiri 1 Januari 1970 

No. SK Pendirian 

 

Tanggal Operasional 1 Januari 1910 

No. SK Operasional 
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Jenjang Pendidikan SD 

Status Sekolah Negeri 

Akreditasi B 

Tanggal Akreditasi 7 Oktober 2019 

No. SK Akreditasi 842/BAN-SM/SK/2019 

Sertifikasi Belum Bersertifikat 

Alamat BEURINGIN 

Desa / Kelurahan Beuringin 

Kecamatan / Kota(LN) 

Kec. Peureulak Barat 

Kursus online terbaik 

Kab. / Kota / Negara (LN) Kab. Aceh Timur 

Provinsi / LN Aceh 

No Telepon - 

Fax 

 

Email 

 

Website www.sdnbeuringen@gmail.com 

Kepala Sekolah Nur Asma 

Operator Erwin Firdaus 
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4.2 Hasil Penelitian 

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 

Sekolah Dasar Negeri Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh Timur 

terkait dengan sistem pengendalian intern belanja dana BOS. Jumlah yang 

menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari kepala 

sekolah, bendahara, dan waka sapras. Dari unsur-unsur sistem pengendalian intern 

yang telah diperoleh maka pendalaman data difokuskan pada; (1) Lingkungan 

Pengendalian (Control Environment), (2) Penentuan Risiko (Risk Assesment), (3) 

Aktivitas Pengendalian (Control Activies), (4) Informasi dan Komunikasi 

(Information and Comunication), dan (5) Aktivitas Pemantauan (Monitoring 

Activities). 

4.2.1 Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan Pengendalian adalah salah satu komponen utama dalam 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berfungsi sebagai fondasi bagi semua 

unsur pengendalian lainnya. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, 

kesadaran, dan tindakan manajemen serta dewan pengurus (atau pimpinan) 

terhadap pentingnya pengendalian dalam suatu organisasi. Berkenaan dengan 

lingkungan pengendalian di Sekolah Dasar Negeri Beuringen peneliti memperoleh 

keterangan dari Ibu Nur Asma sebagai kepala sekolah berikut ini: 

“Peran saya sebagai kepala sekolah tentu sangat penting dalam 

memastikan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Saya 

bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh proses pengelolaan Dana 

BOS, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Saya juga memastikan 

bahwa semua prosedur sesuai dengan juknis BOS dan aturan pemerintah 
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yang berlaku. Setiap ada pengajuan penggunaan dana, saya akan 

memverifikasi terlebih dahulu dokumen pendukung dan urgensinya. Di 

sekolah kami sudah ada pembagian tugas yang jelas. Bendahara BOS 

bertugas mengelola keuangan, melakukan pencatatan transaksi, serta 

menyusun laporan pertanggungjawaban. Operator sekolah membantu 

dalam input data ke sistem, terutama terkait pelaporan online. Staf lainnya 

kami libatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan atau pembelian 

barang/jasa, sesuai dengan kebutuhan program. Setiap orang memiliki 

tanggung jawab yang spesifik, dan semuanya tercantum dalam SK tim 

BOS yang kami terbitkan setiap tahun. Kami mengacu pada prinsip-prinsip 

akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap pengelolaan 

keuangan. Meskipun tidak berbentuk buku kode etik khusus, nilai-nilai itu 

sudah menjadi pedoman perilaku yang kami terapkan. Kami juga selalu 

mengingatkan tim BOS untuk bekerja secara jujur dan profesional. Jika 

ada keraguan atau permasalahan, kami diskusikan secara terbuka agar 

tidak menimbulkan kecurigaan atau penyimpangan (Wawancara dengan 

Kepala Sekolah pada tanggal 15 Juli 2025). 

Dari informasi yang peneliti peroleh di atas, dapat dipahami bahwa kepala 

sekolah memiliki peran penting dalam memastikan sistem pengendalian internal 

Dana BOS berjalan baik, dengan mengawasi seluruh proses pengelolaan sesuai 

juknis dan peraturan. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim BOS dibagi 

secara jelas melalui SK tahunan, dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan 

integritas sebagai pedoman utama. Meskipun tidak ada buku kode etik khusus, 
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nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik, dan komunikasi terbuka dilakukan 

untuk mencegah penyimpangan.  

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Rohana sebagai bendahara 

Sekolah Dasar Negeri Beuringen yang menjelaskan sebagai berikut: 

“Sebagai bendahara bertanggung jawab mengelola keuangan Dana BOS. 

Setiap transaksi saya catat dalam buku kas umum dan pembantu, serta saya 

siapkan bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi, dan berita acara. Selain 

itu, saya juga membuat laporan bulanan dan triwulanan yang nantinya 

dilaporkan melalui ARKAS. Saya juga rutin berkonsultasi dengan kepala 

sekolah sebelum melakukan pengeluaran, untuk memastikan semuanya 

sesuai rencana kegiatan dan anggaran (RKAS). Mengenai pembagian 

tugas sudah pasti ada. Saya fokus pada pengelolaan dan pencatatan 

keuangan. Operator bertugas menginput data ke sistem seperti ARKAS 

dan juga membantu pelaporan online. Guru dan staf lainnya biasanya 

bertugas sebagai pelaksana kegiatan, misalnya saat ada pembelian barang 

atau kegiatan siswa. Semua tugas tersebut ditetapkan melalui SK Tim BOS 

setiap tahun. Terkait dengan kode etik tentu saja ada, saya selalu bekerja 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, jujur, dan sesuai aturan juknis BOS. 

Meskipun tidak ada dokumen kode etik khusus, saya dan tim selalu 

mengutamakan transparansi. Misalnya, setiap pengeluaran harus disertai 

bukti dan diketahui kepala sekolah. Kami juga terbuka dengan komite 

sekolah jika diminta penjelasan tentang laporan keuangan (Wawancara 

dengan Ibu Rohana Bendahara pada tanggal 15 Juli 2025). 
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Keterangan yang peneliti di atas memberikan gambaran bahwa bendahara 

sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola keuangan Dana BOS, 

termasuk mencatat setiap transaksi dalam buku kas umum dan pembantu, serta 

menyiapkan bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi, dan berita acara. Ia juga 

menyusun laporan bulanan dan triwulanan melalui sistem ARKAS, dengan selalu 

berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah agar pengeluaran sesuai 

dengan RKAS. Pembagian tugas dalam pengelolaan BOS sudah jelas dan diatur 

melalui SK Tim BOS tahunan, di mana bendahara fokus pada pencatatan dan 

pengelolaan keuangan, operator menginput data ke sistem dan membantu 

pelaporan online, sedangkan guru dan staf bertindak sebagai pelaksana kegiatan. 

Meskipun tidak ada dokumen kode etik tertulis, bendahara dan tim bekerja 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan transparansi, serta berpegang 

pada juknis BOS. Setiap pengeluaran dilengkapi bukti dan diketahui kepala 

sekolah, serta laporan keuangan dapat dijelaskan kepada komite sekolah jika 

diperlukan. 

Selain kepala sekolah dan bendahara, penelti juga memperoleh informasi 

terkait dengan lingkungan pengendalian (control environment) dalam mengelola 

dana BOS dengan Bapak Muhammad Amin selaku Wakil Sarana dan Prasarana. 

Adapun keterangannya sebagai berikut: 

“Sejauh ini kepala sekolah berperan aktif dalam memastikan pengendalian 

internal berjalan sesuai aturan. Sebagai pimpinan selalu memberikan 

arahan yang jelas mengenai prosedur pengelolaan Dana BOS, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Terkait dengan pembagian 
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tugas di sekolah sudah ditetapkan dengan jelas. Dimana bendahara 

bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan, termasuk 

membuat laporan bulanan dan triwulanan. Operator ARKAS berperan 

dalam penginputan data dan pelaporan secara daring ke sistem yang telah 

disediakan oleh pemerintah. Sementara itu, guru atau staf lainnya biasanya 

terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa sesuai bidang mereka. 

Semua tugas tersebut diatur melalui Surat Keputusan (SK) dari kepala 

sekolah. Sehingga setiap orang tahu tanggung jawabnya. Misalnya, saya 

sebagai waka sarpras biasanya mendampingi proses pengadaan dan 

memastikan barang yang dibeli sesuai kebutuhan. Mengenai kode etik 

meskipun belum ada dokumen tertulis secara internal, seluruh tim 

pengelola Dana BOS selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran, 

tanggung jawab, dan transparansi. Pedoman perilaku juga merujuk pada 

aturan resmi seperti Permendikbud dan juknis Dana BOS. Kepala sekolah 

rutin mengingatkan seluruh staf untuk menjaga integritas dan menghindari 

penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana. Maka kami selalu 

diingatkan bahwa dana BOS adalah amanah. Jadi harus digunakan sesuai 

aturan dan benar-benar untuk kepentingan siswa (Wawancara dengan 

Bapak Muhammad Amin Waka Sarana dan Prasarana pada tanggal 15 Juli 

2025). 

 

Dari keterangan Waka Sapras memberikan gambaran bahwa kepala 

sekolah berperan aktif dalam pengendalian internal Dana BOS dengan 
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memberikan arahan jelas sejak perencanaan hingga pelaporan. Pembagian tugas 

ditetapkan melalui SK, di mana bendahara mengelola dan mencatat keuangan, 

operator ARKAS menginput data dan melapor secara daring, serta guru dan staf 

mendukung pelaksanaan kegiatan. Meskipun tidak ada kode etik tertulis, seluruh 

tim berpegang pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, serta 

mengacu pada Permendikbud dan juknis BOS. Kepala sekolah rutin menekankan 

pentingnya integritas dan penggunaan dana sesuai aturan demi kepentingan siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, terkait 

dengan unsur-unsur pengendalian intern mengenai lingkungan pengendalian dapat 

dipahami bahwa kepala sekolah memiliki peran sentral dalam memastikan 

pengelolaan Dana BOS berjalan sesuai dengan ketentuan, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pelaporan. Pengendalian internal dilakukan melalui 

pengawasan ketat dan pemberian arahan yang jelas kepada seluruh tim pengelola. 

Pembagian tugas diatur secara formal melalui Surat Keputusan (SK) Tim BOS 

tahunan, dengan tugas yang terstruktur: bendahara bertanggung jawab atas 

pencatatan dan pengelolaan keuangan, operator ARKAS menginput data dan 

membantu pelaporan daring, sementara guru dan staf melaksanakan kegiatan yang 

dibiayai Dana BOS.  Meskipun tidak terdapat dokumen kode etik tertulis, seluruh 

pelaksanaan pengelolaan keuangan berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, 

transparansi, kejujuran, dan integritas. Pengeluaran selalu disertai bukti 

pendukung dan mendapat persetujuan kepala sekolah. Selain itu, laporan 

keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak terkait, termasuk komite 
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sekolah. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana BOS dilakukan secara hati-hati 

dan sesuai dengan juknis serta Permendikbud yang berlaku. 

4.2.2 Penentuan Risiko (Risk Assesment) 

Penentuan risiko (risk assessment) adalah proses sistematis untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat 

mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi, program, atau kegiatan. 

Tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peristiwa 

yang merugikan dan mengambil tindakan pengendalian yang tepat. 

Wawancara peneliti dengan Ibu Nur Asma selaku kepala sekolah SDN 

Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan berikut 

ini. 

“Dalam pengelolaan Dana BOS, terdapat beberapa risiko yang pernah 

dihadapi oleh pihak sekolah. Salah satu risiko yang umum terjadi adalah 

keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, yang dapat 

mengganggu kelancaran program-program yang telah direncanakan. Selain 

itu, risiko administrasi juga menjadi perhatian, seperti kesalahan 

pencatatan keuangan, kurang lengkapnya dokumen pendukung, atau 

ketidaksesuaian antara pengeluaran dan perencanaan dalam RKAS. 

Kadang kala, dalam proses pengadaan barang juga muncul risiko seperti 

keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai spesifikasi, atau kendala 

dalam pemilihan penyedia. Kami juga pernah mengalami kendala ketika 

terjadi perubahan juknis secara tiba-tiba di tengah tahun anggaran, itu 

memaksa kami melakukan penyesuaian ulang. Maka dalam menghadapi 
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berbagai risiko tersebut, sebagai pimpinan saya melakukan beberapa 

langkah antisipatif dan korektif. Pertama, melakukan perencanaan yang 

matang dan fleksibel, sehingga ketika terjadi perubahan atau 

keterlambatan, program kegiatan masih bisa disesuaikan. Kedua, 

membentuk tim pengelola Dana BOS yang terdiri dari kepala sekolah, 

bendahara, operator, dan wakil kepala sekolah dan secara berkala 

melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran. Di sekolah kami juga 

menerapkan sistem dokumentasi untuk meminimalkan risiko kesalahan 

administrasi. Misal untuk pengadaan barang, saya selalu memastikan 

semua proses dilakukan sesuai prosedur, termasuk pengumpulan 

penawaran, pengecekan kualitas, dan pelaporan. Kami juga rutin 

mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari dinas pendidikan agar tidak 

tertinggal informasi terkait regulasi terbaru. Itu penting untuk menghindari 

pelanggaran administratif (Wawancara dengan Ibu Nur Asma Kepala 

Sekolah pada tanggal 15 Juli 2025). 

 

Informasi yang peneliti peroleh dari kepala sekolah dapat dipahami bahwa 

sekolah menghadapi beberapa risiko dalam pengelolaan Dana BOS, seperti 

keterlambatan pencairan dana, kesalahan administrasi, kendala pengadaan barang, 

dan perubahan juknis mendadak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kepala 

sekolah melakukan perencanaan yang fleksibel, membentuk tim pengelola BOS, 

rutin mengevaluasi anggaran, menerapkan sistem dokumentasi, serta memastikan 
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prosedur pengadaan berjalan sesuai aturan. Sekolah juga aktif mengikuti pelatihan 

dari dinas pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. 

Peneliti juga memperoleh informasi yang sama dari Ibu Rohana sebagai 

Bendahara Sekolah Dasar Negeri Beuringen yang memberikan keterangan 

sebagaimana terdapat teks wawancara di bawah ini. 

“Pengelolaan Dana BOS, terdapat beberapa risiko yang kerap dihadapi 

salah satu yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pencairan dana 

dari pemerintah, sehingga kegiatan yang telah dijadwalkan harus ditunda 

atau menunggu sampai dana masuk. Selain itu, risiko yang kadang terjadi 

mengenai kesalahan dalam administrasi seperti kekeliruan dalam 

pencatatan transaksi, kelengkapan bukti pengeluaran, atau kesalahan input 

data pada aplikasi ARKAS. Tentunya kurang pemahaman terhadap 

perubahan regulasi atau juknis terbaru bisa menyebabkan pengeluaran 

tidak sesuai aturan, walaupun dilakukan dengan niat memenuhi kebutuhan 

siswa. Kadang, yang jadi tantangan lain adalah perbedaan persepsi antara 

kebutuhan di lapangan dengan aturan juknis yang berlaku. Kalau tidak 

hati-hati, bisa berujung temuan saat audit. Maka untuk mengatasi risiko-

risiko tersebut, sekolah memiliki beberapa langkah sistematis. Pertama, 

sekolah secara rutin melakukan evaluasi internal, terutama setelah 

penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Evaluasi ini dilakukan bersama 

kepala sekolah, operator, dan tim manajemen BOS untuk mengecek 

kesesuaian antara realisasi dan perencanaan. Kedua, sebagai bendahara 

saya berupaya melakukan pencatatan yang akurat dan teliti, dengan 
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langsung mencatat setiap transaksi dan melengkapi bukti fisik seperti nota, 

kwitansi, dan berita acara. Ketiga, dalam menghadapi perubahan regulasi, 

sekolah selalu aktif mengikuti sosialisasi dari dinas pendidikan atau 

mencari informasi terbaru melalui forum bendahara dan operator. Kami 

juga saling berbagi pengalaman antar sekolah, agar bisa saling belajar dari 

kasus atau masalah yang pernah terjadi (Wawancara dengan Ibu Rohana 

Bendahara pada tanggal 15 Juli 2025). 

 

Hasil wawancara dengan bendahara sekolah di atas, memberikan 

gambaran bahwa sekolah sering menghadapi risiko dalam pengelolaan Dana BOS, 

seperti keterlambatan pencairan, kesalahan administrasi, dan ketidaksesuaian 

dengan regulasi terbaru. Tantangan juga muncul akibat perbedaan persepsi antara 

kebutuhan di lapangan dan aturan juknis. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah 

rutin melakukan evaluasi triwulanan, mencatat transaksi secara akurat dengan 

bukti lengkap, serta aktif mengikuti sosialisasi dan berbagi informasi antar 

sekolah guna memahami regulasi terkini dan mencegah kesalahan. 

Pneliti juga memperoleh data penelitian di lapangan dengan Bapak 

Muhammad Amin sebagai Waka Sarana dan Prasarana yang memberikan 

keterangan berikut ini. 

“Beberapa risiko yang pernah kami hadapi dalam pengelolaan Dana BOS 

antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, 

ketidaksesuaian antara rencana anggaran kegiatan dan kebutuhan 

mendesak di lapangan, serta risiko administrasi seperti kurang lengkapnya 
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dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, kadang juga muncul risiko 

kesalahan dalam penganggaran karena perubahan kebijakan atau regulasi 

yang terjadi secara mendadak. Untuk mengidentifikasi risiko, kami 

melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana dan proses 

pelaporan melalui rapat manajemen sekolah. Setiap unit pelaksana 

kegiatan juga diwajibkan menyusun laporan berkala yang nantinya ditinjau 

bersama. Sementara itu, untuk mengatasi risiko, kami melakukan beberapa 

strategi, seperti menyiapkan dana cadangan dari sumber lain (misalnya 

dana komite) untuk kebutuhan mendesak, meningkatkan pelatihan bagi tim 

pengelola dana BOS agar lebih memahami juknis terbaru, serta 

membangun komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan untuk 

memastikan informasi regulasi terbaru bisa langsung diterima dan 

diimplementasikan (Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin Waka 

Sarana dan Prasarana pada tanggal 15 Juli 2025). 

 

Keterangan yang peneliti peroleh dari Waka Sapras memberikan gambaran 

bahwa sekolah menghadapi beberapa risiko dalam pengelolaan Dana BOS, seperti 

keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian antara rencana dan kebutuhan riil, 

risiko administrasi akibat dokumen yang kurang lengkap, serta kesalahan 

penganggaran akibat perubahan kebijakan mendadak. Untuk mengidentifikasi 

risiko, sekolah melakukan evaluasi rutin melalui rapat manajemen dan laporan 

berkala dari tiap unit kegiatan. Dalam mengatasi risiko, sekolah menyiapkan dana 

cadangan, meningkatkan pelatihan bagi pengelola dana, serta memperkuat 
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komunikasi dengan Dinas Pendidikan agar cepat menyesuaikan dengan regulasi 

terbaru. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait dengan unsur-unsur 

pengendalian intern mengenai penentuan risiko (risk assesment), dapat 

disimpulkan bahwa sekolah menghadapi berbagai risiko dalam pengelolaan Dana 

BOS. Risiko utama yang sering muncul meliputi keterlambatan pencairan dana, 

kesalahan administrasi, ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan kebutuhan 

riil di lapangan, serta perubahan regulasi atau juknis secara mendadak. Selain itu, 

tantangan juga muncul dari kendala pengadaan barang dan perbedaan persepsi 

antara aturan dan kebutuhan praktis di sekolah.  Untuk mengatasi risiko-risiko 

tersebut, sekolah telah menerapkan berbagai strategi, antara lain: melakukan 

perencanaan anggaran yang fleksibel, membentuk tim pengelola Dana BOS, 

melakukan evaluasi rutin baik secara triwulanan maupun melalui rapat 

manajemen, mencatat transaksi secara akurat dengan bukti lengkap, serta 

memperkuat sistem dokumentasi. Sekolah juga menyiapkan dana cadangan untuk 

kebutuhan mendesak, meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan, dan 

menjaga komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan. Partisipasi aktif dalam 

sosialisasi dan forum antar sekolah juga menjadi upaya penting dalam 

menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan mencegah terjadinya kesalahan 

dalam pengelolaan dana. Secara keseluruhan, pendekatan yang proaktif dan 

kolaboratif menjadi kunci bagi sekolah dalam mengelola risiko serta menjaga 

akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana BOS. 
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4.2.3 Aktivitas Pengendalian (Control Activies) 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang dan 

diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan bahwa instruksi 

manajemen dijalankan dan untuk mengurangi risiko yang dapat mengganggu 

pencapaian tujuan organisasi.  

Keterangan yang peneliti peroleh dari Ibu Nur Asma selaku kepala sekolah 

Sekolah Dasar Negeri Beuringen terkait dengan aktivitas pengendalian sebagai 

berikut: 

“Setiap pengeluaran Dana BOS memang memerlukan persetujuan dari 

pihak tertentu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, 

proses pengeluaran Dana BOS harus melalui musyawarah dalam Tim 

Manajemen BOS Sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara 

BOS, dan perwakilan guru. Selain itu, dalam beberapa kasus, pengeluaran 

tertentu juga harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah, terutama 

jika menyangkut belanja besar atau pengadaan barang. Setelah disetujui, 

baru dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan juknis BOS yang 

berlaku. Setiap pengeluaran dicatat secara rinci dalam buku kas umum dan 

dilengkapi dengan bukti fisik seperti kwitansi, nota pembelian, serta 

dokumen pendukung lainnya. Kami menggunakan sistem administrasi 

manual dan juga digital untuk memastikan keteraturan dan kemudahan 

dalam pelaporan. Dokumen-dokumen tersebut disimpan dengan rapi 

sebagai bagian dari arsip keuangan sekolah. Sekolah juga memiliki sistem 

pemeriksaan internal terhadap penggunaan Dana BOS. Kami membentuk 
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tim pengawasan internal yang terdiri dari wakil kepala sekolah, bendahara, 

dan pengelola BOS yang bertugas melakukan verifikasi atas setiap 

transaksi. Mengenai pengecekan internal dilakukan secara berkala, 

biasanya setiap triwulan atau setelah selesai satu tahap pencairan Dana 

BOS. Selain itu, sebelum pelaporan kepada dinas pendidikan, tim internal 

akan melakukan audit ringan untuk memastikan kelengkapan dan 

keabsahan dokumen. Kami juga bersiap setiap saat apabila ada audit dari 

Inspektorat dan Dinas Pendidikan. (Wawancara dengan Ibu Nur Asma 

Kepala Sekolah pada tanggal 15 Juli 2025). 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat dipahami bahwa setiap 

pengeluaran Dana BOS harus melalui musyawarah Tim Manajemen BOS dan, 

untuk belanja besar, juga mendapat persetujuan komite sekolah. Pengeluaran 

dicatat rinci dan dilengkapi bukti fisik sesuai juknis BOS, dengan administrasi 

manual dan digital. Sekolah memiliki sistem pengawasan internal melalui tim 

verifikasi yang melakukan pemeriksaan berkala setiap triwulan dan sebelum 

pelaporan ke dinas. Sekolah juga siap menghadapi audit dari pihak eksternal 

seperti Inspektorat dan Dinas Pendidikan. 

Peneliti juga memperoleh informasi dari Ibu Rohana sebagai bendahara di 

Sekolah Dasar Negeri Beuringen yang memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Setiap pengeluaran Dana BOS tentunya harus mendapatkan persetujuan 

terlebih dahulu. Biasanya, pengeluaran tersebut disetujui melalui rapat Tim 

Manajemen BOS Sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara 
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BOS, dan perwakilan guru. Dalam beberapa kondisi, juga diperlukan 

pertimbangan atau persetujuan dari komite sekolah, terutama untuk 

pengeluaran yang nilainya besar atau menyangkut kepentingan umum 

warga sekolah. Dana BOS yang digunakan juga dicatat secara rinci dalam 

buku kas umum dan dilengkapi dengan bukti transaksi, seperti faktur, 

kwitansi, dan nota pembelian. Selain itu, sekolah juga menggunakan 

aplikasi pelaporan BOS Online yang disediakan pemerintah untuk 

mendokumentasikan secara digital setiap transaksi. Semua dokumen 

pendukung disimpan rapi untuk keperluan audit atau pemeriksaan. Sekolah 

memiliki sistem pemeriksaan internal untuk melakukan pengecekan silang 

antara rencana penggunaan dana (RKAS) dengan realisasi penggunaan 

dana. Pemeriksaan internal dilakukan setiap triwulan atau setiap kali akan 

menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Namun, 

dalam praktiknya, jika ada kegiatan besar atau transaksi signifikan, 

pengecekan juga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Audit eksternal dari Dinas 

Pendidikan atau Inspektorat biasanya dilakukan setahun sekali atau 

sewaktu-waktu bila diperlukan. (Wawancara dengan Ibu Rohana 

Bendahara pada tanggal 15 Juli 2025). 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pengeluaran Dana 

BOS harus melalui persetujuan Tim Manajemen BOS dan, untuk belanja besar, 

juga mendapat pertimbangan komite sekolah. Semua transaksi dicatat rinci di 

buku kas umum, didukung bukti fisik, dan dilaporkan melalui aplikasi BOS 

Online. Sekolah menyimpan dokumen secara rapi untuk keperluan audit. 
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Pemeriksaan internal dilakukan triwulan dan bisa sewaktu-waktu, sementara audit 

eksternal oleh Dinas Pendidikan atau Inspektorat dilakukan setahun sekali atau 

bila diperlukan. 

Peneliti juga memperoleh informasi dari narasumber yang berbeda yakni 

Bapak Muhammad Amin sebagai Wakil Sarana dan Prasarana yang memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

“Pengeluaran Dana BOS biasanya harus melalui persetujuan Kepala 

Sekolah terlebih dahulu sebagai penanggung jawab utama, dan juga 

berdasarkan kesepakatan dalam Tim Manajemen BOS Sekolah. Tim ini 

biasanya terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Wakil Kepala 

Sekolah, dan perwakilan guru. Proses ini penting agar penggunaan dana 

tetap sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan 

petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Selain itu, juga dicatat oleh 

Bendahara BOS dan didokumentasikan secara lengkap, mulai dari 

kuitansi, faktur pembelian, berita acara, hingga laporan penggunaan dana. 

Semua dokumen itu harus disimpan rapi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan dilaporkan secara berkala melalui aplikasi 

pelaporan BOS online (ARKAS) sesuai ketentuan dari Kementerian 

Pendidikan. Kami juga membuat salinan fisik sebagai arsip sekolah. 

(Wawancara dengan Bapak Muhammad Amin Waka Sarana dan Prasarana 

pada tanggal 15 Juli 2025). 
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Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pengeluaran Dana BOS 

harus disetujui Kepala Sekolah dan disepakati oleh Tim Manajemen BOS. 

Penggunaan dana wajib sesuai RKAS dan juknis, serta dicatat lengkap oleh 

Bendahara BOS dengan bukti transaksi yang disimpan rapi. Pelaporan dilakukan 

secara berkala melalui aplikasi ARKAS dan disertai arsip fisik sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pihak-pihak 

terkait, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran Dana BOS di sekolah dilaksanakan 

secara akuntabel dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam petunjuk 

teknis (juknis). Setiap pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari Tim 

Manajemen BOS, dan untuk belanja dalam jumlah besar, juga memerlukan 

pertimbangan atau persetujuan dari komite sekolah.  

Penggunaan Dana BOS dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan disepakati.  Semua transaksi 

dicatat secara rinci oleh bendahara dalam buku kas umum, baik secara manual 

maupun digital, serta dilaporkan melalui sistem resmi seperti aplikasi BOS Online 

atau ARKAS. Bukti transaksi dan dokumen pendukung disimpan dengan rapi 

untuk keperluan pertanggungjawaban dan audit.  Untuk menjaga transparansi dan 

mencegah penyimpangan, sekolah menerapkan sistem pengawasan internal 

melalui tim verifikasi yang melakukan pemeriksaan rutin setiap triwulan dan 

sebelum pelaporan ke dinas. Selain itu, sekolah juga siap menghadapi audit 

eksternal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Inspektorat, baik secara 

berkala maupun sewaktu-waktu. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan 
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pengeluaran Dana BOS di sekolah menunjukkan adanya mekanisme pengawasan 

berlapis yang mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan 

terhadap regulasi yang berlaku. 

4.2.4 Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication) 

Informasi dan komunikasi adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, 

memproses, dan menyampaikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar 

semua pihak dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.  

Komponen ini memastikan bahwa informasi penting mengalir ke atas, ke bawah, 

dan ke seluruh organisasi sehingga manajemen dan staf dapat memahami dan 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. 

Informasi yang peneliti peroleh dari Ibu Nur Asma sebagai kepala sekolah 

SDN Beuringen menjelaskan sebagai berikut: 

“Alur komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah kami 

berlangsung secara terstruktur dan terbuka. Sebagai kepala sekolah saya 

selalu berkoordinasi dengan bendahara serta tim pengelola BOS dalam 

setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pengajuan anggaran, pelaksanaan 

kegiatan, hingga pelaporan. Setiap ada pencairan atau penggunaan dana, 

dilakukan rapat koordinasi internal yang melibatkan wakil kepala sekolah, 

bendahara, dan pihak terkait lainnya seperti staf sarana-prasarana atau guru 

yang bertugas melaksanakan kegiatan. Sehingga dengan komunikasi yang 

rutin ini, semua pihak dapat memahami tanggung jawabnya dan 

meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana. Laporan keuangan 

Dana BOS juga secara rutin diinformasikan kepada komite sekolah. Hal 
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ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Komite 

sekolah dilibatkan dalam tahap perencanaan hingga evaluasi penggunaan 

dana. Selain itu, informasi umum terkait penggunaan Dana BOS juga 

disampaikan kepada orang tua siswa, biasanya melalui rapat komite atau 

saat pertemuan wali murid, agar mereka mengetahui bagaimana dana 

digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. 

(Wawancara dengan Ibu Nur Asma Kepala Sekolah pada tanggal 15 Juli 

2025). 

Dari keterangan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Alur 

komunikasi pengelolaan Dana BOS di sekolah dilakukan secara terstruktur dan 

terbuka melalui koordinasi rutin antara kepala sekolah, bendahara, dan tim terkait 

pada setiap tahapan. Rapat internal digelar untuk memastikan semua pihak 

memahami tanggung jawabnya. Laporan keuangan disampaikan kepada komite 

sekolah sebagai bentuk transparansi, dan informasi umum juga dibagikan kepada 

orang tua siswa melalui pertemuan wali murid. 

Penjelasan yang serupa juga peneliti peroleh dari Ibu Rohana sebagai 

bendahara di Sekolah Dasar Negeri Beuringen  sebagai berikut: 

“Dalam pengelolaan Dana BOS, alur komunikasi berjalan secara 

terstruktur. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama, 

sementara bendahara bertugas mencatat, mengelola, dan melaporkan 

penggunaan dana. Setiap perencanaan dan pengeluaran didiskusikan 

terlebih dahulu dalam rapat Tim Manajemen BOS yang biasanya 

melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan beberapa perwakilan guru. Jika 
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ada kebutuhan atau perubahan penggunaan anggaran, bendahara akan 

menginformasikan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan persetujuan 

sebelum dana digunakan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan 

pihak komite sekolah terutama dalam hal pengawasan dan pertimbangan 

penggunaan dana untuk kegiatan tertentu. Laporan keuangan Dana BOS 

disampaikan secara berkala kepada komite sekolah sebagai bentuk 

transparansi dan pertanggungjawaban. Biasanya laporan disampaikan 

dalam bentuk dokumen rekapitulasi penggunaan dana setiap triwulan. 

Untuk orang tua siswa, informasi penggunaan Dana BOS dapat 

disampaikan secara umum dalam pertemuan orang tua atau melalui papan 

informasi sekolah, agar mereka mengetahui bahwa dana digunakan untuk 

mendukung kegiatan belajar mengajar secara efektif dan sesuai aturan. 

(Wawancara dengan Ibu Rohana Bendahara pada tanggal 15 Juli 2025). 

Informasi yang peneliti peroleh dari bendahara memberikan gamabaran 

bahwa pengelolaan Dana BOS dilakukan dengan alur komunikasi yang 

terstruktur. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh, sementara bendahara 

mencatat dan melaporkan penggunaan dana. Setiap perencanaan dan pengeluaran 

dibahas dalam rapat Tim Manajemen BOS. Komunikasi juga dilakukan dengan 

komite sekolah untuk pengawasan dan pertimbangan tertentu. Laporan keuangan 

disampaikan secara berkala kepada komite, dan informasi umum untuk orang tua 

disampaikan melalui pertemuan atau papan informasi sekolah sebagai bentuk 

transparansi. 
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Adapun keterangan yang peneliti peroleh dari Bapak Muhammad Amin 

sebagai Wakil Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri Beuringen 

memberikan informasi sebagai berikut: 

“Alur komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS cukup terstruktur. Segala 

keputusan awal berasal dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab 

utama. Setelah itu, Kepala Sekolah bersama Tim Manajemen BOS yang 

terdiri dari Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, dan beberapa guru 

melakukan rapat koordinasi untuk membahas rencana penggunaan dana 

sesuai dengan RKAS. Jika ada pengajuan kebutuhan dari masing-masing 

unit (seperti guru, TU, atau wali kelas), permintaan itu disampaikan 

terlebih dahulu kepada Waka Sapras, lalu diteruskan ke Kepala Sekolah 

untuk persetujuan. Setelah disetujui, Bendahara akan menindaklanjuti 

proses administrasinya. Komunikasi dilakukan secara berkala melalui 

rapat mingguan dan juga secara informal jika ada hal yang sifatnya 

mendesak. Laporan keuangan Dana BOS disampaikan kepada Komite 

Sekolah secara berkala, terutama saat penyusunan RKAS maupun setelah 

realisasi anggaran triwulan. Komite Sekolah berperan penting dalam 

mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana agar 

tetap transparan dan tepat sasaran. Untuk orang tua siswa, informasi 

biasanya disampaikan secara umum, misalnya saat pertemuan wali murid 

atau melalui papan pengumuman sekolah. Kami juga kadang menampilkan 

ringkasan realisasi Dana BOS dalam bentuk infografis sederhana agar 

mudah dipahami oleh masyarakat sekolah. Prinsip kami adalah 
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keterbukaan, karena Dana BOS ini adalah untuk kepentingan siswa, jadi 

harus dikelola secara transparan. (Wawancara dengan Bapak Muhammad 

Amin Waka Sarana dan Prasarana pada tanggal 15 Juli 2025). 

 

Informasi yang peneliti peroleh dari Waka Sapras dapat dipahami bahwa 

alur komunikasi pengelolaan Dana BOS di sekolah berjalan terstruktur dengan 

Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab utama. Setiap pengajuan kebutuhan 

disampaikan melalui Waka Sapras dan dibahas dalam rapat Tim Manajemen BOS. 

Setelah disetujui, bendahara menindaklanjuti administrasinya. Komunikasi 

dilakukan secara rutin melalui rapat mingguan dan informal jika mendesak. 

Laporan keuangan disampaikan berkala kepada Komite Sekolah dan 

diinformasikan kepada orang tua siswa melalui pertemuan atau papan 

pengumuman. Sekolah juga menampilkan ringkasan dana dalam bentuk infografis 

untuk menjaga transparansi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan 

wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dapat disimpulkan bahwa alur 

komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah berjalan secara terstruktur, 

terbuka, dan partisipatif. Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab 

utama, sementara bendahara mencatat dan melaporkan penggunaan dana secara 

administratif. Seluruh proses perencanaan hingga pelaporan melibatkan 

koordinasi intensif melalui rapat rutin Tim Manajemen BOS, baik formal maupun 

informal, untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab 

masing-masing. 
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Komunikasi juga dijalin dengan komite sekolah sebagai bentuk 

pengawasan eksternal sekaligus sarana pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan tertentu. Selain itu, sekolah menjaga transparansi publik dengan 

menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada komite dan membagikan 

informasi kepada orang tua siswa, baik melalui pertemuan wali murid, papan 

informasi sekolah, maupun dalam bentuk visual seperti infografis. Secara 

keseluruhan, alur komunikasi pengelolaan Dana BOS di sekolah menunjukkan 

adanya sistem koordinasi yang solid dan keterbukaan informasi kepada seluruh 

pemangku kepentingan, yang menjadi fondasi penting dalam menciptakan 

pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan. 

4.2.5 Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) 

Aktivitas pemantauan adalah proses yang dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan untuk menilai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern 

serta untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.  

Monitoring memastikan bahwa seluruh komponen pengendalian intern seperti 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, penilaian risiko, dan lain-lain 

berjalan sesuai rencana dan mampu menghadapi perubahan kondisi. 

Terkait dengan aktivitas pemantauan sebagai sistem pengendalian intern 

belanja dana BOS pada SDN Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh 

Timur, peneliti menggali informasi melalui wawancara dengan Nur Asma Kepala 

Sekolah yang menjelaskan sebagai berikut: 

“Untuk pelaksanaan SPI Dana BOS, yang bertanggung jawab memantau 

secara langsung adalah saya sebagai kepala sekolah, karena saya memiliki 
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tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Namun, 

pemantauan ini juga dilakukan bersama dengan tim manajemen BOS, 

termasuk bendahara, wakil kepala sekolah, serta unsur pengawasan 

internal sekolah. Kami bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh 

proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip 

akuntabilitas. Sekolah kami pernah menerima beberapa catatan dari hasil 

audit yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah. 

Temuan tersebut umumnya bersifat administratif, seperti kelengkapan 

dokumen pendukung, ketidaksesuaian minor antara realisasi dan RKAS, 

atau keterlambatan pelaporan. Tindak lanjut dari setiap temuan audit kami 

lakukan secara cepat, dalam melakukan perbaikan dokumen, melengkapi 

kekurangan, dan berkoordinasi langsung dengan bendahara serta pihak 

terkait agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, kami juga 

melakukan evaluasi secara rutin, minimal setiap akhir triwulan atau setelah 

tahapan penggunaan dana selesai. Evaluasi ini dilakukan dalam bentuk 

rapat internal tim BOS untuk meninjau apakah sistem pengendalian yang 

kami terapkan sudah berjalan efektif, serta untuk mendeteksi potensi 

kelemahan. Dari hasil evaluasi tersebut, kami membuat catatan dan 

perbaikan agar sistem pengendalian internal bisa terus ditingkatkan. 

(Wawancara dengan Ibu Nur Asma Kepala Sekolah pada tanggal 15 Juli 

2025). 
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Perolehan informasi dari kepala sekolah dapat dipahami bahwa 

pelaksanaan SPI Dana BOS dipantau langsung oleh Kepala Sekolah bersama Tim 

Manajemen BOS dan unsur pengawasan internal. Pemantauan dilakukan untuk 

memastikan pengelolaan dana sesuai aturan dan akuntabel. Temuan audit dari 

Dinas Pendidikan dan Inspektorat umumnya bersifat administratif dan segera 

ditindaklanjuti. Evaluasi rutin dilakukan setiap triwulan melalui rapat internal 

untuk meninjau efektivitas sistem pengendalian dan memperbaiki kelemahan yang 

ada. 

Keterangan yang sama juga peneliti peroleh dari Ibu Rohana sebagai 

Bendahara Sekolah Dasar Negeri Beuringen berikut ini. 

“Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Dana BOS di sekolah 

dipantau langsung oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. 

Namun, dalam praktiknya, pengawasan dilakukan secara bersama oleh 

Tim Manajemen BOS, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan 

beberapa guru yang ditunjuk. Tim ini bertugas memastikan bahwa setiap 

penggunaan dana sesuai dengan prosedur, perencanaan (RKAS), serta 

aturan yang berlaku. Sekolah pernah menerima temuan dan rekomendasi 

dari hasil audit atau pemeriksaan oleh pihak eksternal, seperti dari Dinas 

Pendidikan atau Inspektorat Daerah. Temuan tersebut biasanya berkaitan 

dengan kekurangan dokumen pendukung, keterlambatan pelaporan, atau 

hal-hal administratif lainnya yang perlu dibenahi. Setiap temuan atau 

rekomendasi dari hasil audit segera ditindaklanjuti oleh sekolah. Tim BOS 

akan melakukan koreksi, melengkapi dokumen yang kurang, serta 
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memperbaiki sistem pencatatan atau pelaporan yang dianggap masih 

belum sesuai. Evaluasi terhadap SPI Dana BOS dilakukan secara rutin, 

biasanya setiap akhir semester atau setelah pelaporan triwulan. Evaluasi ini 

dilakukan dalam rapat Tim Manajemen BOS untuk meninjau kembali 

prosedur, efektivitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap aturan. 

(Wawancara dengan Ibu Rohana Bendahara pada tanggal 15 Juli 2025). 

 

Dari informasi yang peneliti peroleh dengan bendahara sekolah 

memberikan gambaran bahwa pelaksanaan SPI Dana BOS dipantau oleh Kepala 

Sekolah bersama Tim Manajemen BOS untuk memastikan kesesuaian 

penggunaan dana dengan RKAS dan aturan yang berlaku. Temuan audit eksternal 

biasanya bersifat administratif dan segera ditindaklanjuti melalui perbaikan 

dokumen dan sistem pelaporan. Evaluasi rutin dilakukan setiap akhir semester 

atau setelah pelaporan triwulan untuk meninjau prosedur, efektivitas pengawasan, 

dan kepatuhan terhadap ketentuan. 

Penjelasan terkait dengan aktivitas pemantauan sebagai unsur dari sistem 

pengendalian intern belanja dana BOS juga peneliti peroleh dari Bapak 

Muhammad Amin sebagai Waka Sarana dan Prasarana. 

“Pemantauan pelaksanaan SPI Dana BOS menjadi tanggung jawab Kepala 

Sekolah selaku penanggung jawab utama, namun pelaksanaannya juga 

melibatkan Tim Manajemen BOS. Di dalam tim tersebut, saya sebagai 

Waka Sarpras ikut mengawasi kesesuaian penggunaan dana dengan 

perencanaan. Bendahara juga bertugas mencatat dan melaporkan semua 
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transaksi dengan rapi. Jadi, fungsi pengawasan dilakukan secara bersama-

sama, namun tetap dengan pembagian peran yang jelas. Beberapa tahun 

lalu kami menerima temuan dari auditor eksternal yang menyoroti 

ketidaksesuaian antara realisasi belanja barang dan jenis kegiatan yang 

direncanakan di RKAS. Selain itu, ada juga rekomendasi untuk 

memperbaiki dokumentasi pendukung, terutama dalam hal kelengkapan 

bukti transaksi. Tindak lanjut yang kami lakukan adalah segera 

memperbaiki kekurangan yang disebutkan dalam laporan audit tersebut. 

Evaluasi dilakukan secara rutin, minimal setiap akhir triwulan. Kami 

mengadakan rapat evaluasi tim BOS untuk membahas realisasi anggaran, 

meninjau kembali sistem pelaporan, dan mengevaluasi apakah SPI yang 

kami jalankan masih efektif atau perlu perbaikan. Kami juga 

menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari Kementerian Pendidikan agar 

tidak ada penyimpangan. Evaluasi ini sangat penting agar dana bisa 

digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. (Wawancara dengan 

Bapak Muhammad Amin Waka Sarana dan Prasarana pada tanggal 15 Juli 

2025). 

 

Dari penjelasan Waka Sapras di atas, dapat dipahami bahwa pemantauan 

SPI Dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama Tim Manajemen BOS 

dengan pembagian peran yang jelas. Waka Sarpras mengawasi kesesuaian 

penggunaan dana dengan perencanaan, dan bendahara mencatat serta melaporkan 

transaksi. Temuan audit sebelumnya mencakup ketidaksesuaian realisasi belanja 



54 

 

 
 

dan kurangnya bukti transaksi. Tindak lanjut dilakukan dengan perbaikan segera. 

Evaluasi rutin diadakan setiap triwulan untuk meninjau pelaporan, efektivitas SPI, 

dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru agar pengelolaan dana tetap efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan 

wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dana BOS di sekolah dilakukan 

secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan pemantauan langsung oleh Kepala 

Sekolah bersama Tim Manajemen BOS serta unsur pengawasan internal. Tugas 

dan tanggung jawab dibagi secara jelas, di mana kepala sekolah 

mengoordinasikan pengawasan umum, Waka Sarpras memastikan kesesuaian 

dengan perencanaan, dan bendahara mencatat serta melaporkan transaksi secara 

administratif. 

Evaluasi terhadap efektivitas SPI dilakukan secara rutin setiap triwulan 

atau akhir semester melalui rapat internal, untuk meninjau kepatuhan terhadap 

RKAS, prosedur pelaporan, dan kesesuaian dengan regulasi terbaru. Temuan audit 

dari Dinas Pendidikan maupun Inspektorat umumnya bersifat administratif, 

seperti ketidaksesuaian belanja dan kekurangan bukti transaksi. Namun, semua 

temuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen, sistem 

pelaporan, dan peningkatan prosedur pengawasan. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan SPI Dana BOS di sekolah menunjukkan 

adanya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi, 
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melalui pengawasan internal yang aktif, tindak lanjut terhadap temuan audit, serta 

evaluasi berkelanjutan guna memperkuat tata kelola keuangan sekolah. 

4.3 Pembahasan 

Pada bagian ini, penulis akan membahas hasil penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya dengan cara menginterpretasikan data dan menganalisis 

keterkaitannya dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.  Adapun fokus 

permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai “Sistem Pengendalian Intern 

Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Beuringen, 

Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur.”  Oleh karena itu, analisis 

dalam penelitian ini akan difokuskan pada unsur-unsur pengendalian intern, yang 

mencakup lima unsur utama, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian (Control 

Environment), (2) Penentuan Risiko (Risk Assesment), (3) Aktivitas Pengendalian 

(Control Activies), (4) Informasi dan Komunikasi (Information and 

Comunication), dan (5) Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities). 

4.3.1 Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Berdasarkan perolahan data di lapangan, dapat dipahami bahwa unsur dari 

lingkungan pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dana BOS 

telah diterapkan secara konsisten, terutama melalui peran sentral kepala sekolah. 

Kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin utama yang mengarahkan dan 

mengawasi seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari tahap perencanaan 

kegiatan, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. 
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Kepemimpinan yang kuat ini ditunjukkan melalui pemberian arahan yang tegas 

dan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan tugas tim pengelola BOS. 

Struktur organisasi pengelolaan ditetapkan secara formal melalui Surat 

Keputusan (SK) Tim BOS yang diperbarui setiap tahun. SK ini merinci 

pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas, guna memastikan seluruh 

anggota tim memahami perannya masing-masing. Bendahara sekolah bertanggung 

jawab dalam pencatatan dan pengelolaan arus kas serta penyimpanan dokumen 

keuangan. Operator ARKAS bertugas menginput rencana dan realisasi anggaran 

ke dalam sistem daring, sekaligus membantu proses pelaporan kepada dinas 

pendidikan. Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan lainnya melaksanakan 

program-program kegiatan yang telah disetujui dalam Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) dan didanai oleh Dana BOS. 

Meskipun belum terdapat dokumen tertulis yang secara formal 

menetapkan kode etik dalam pengelolaan keuangan, seluruh aktivitas pengelolaan 

dana berlandaskan pada nilai-nilai dasar seperti akuntabilitas, transparansi, 

kejujuran, dan integritas. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral dalam setiap 

pengambilan keputusan keuangan, terutama dalam hal pengeluaran dana, yang 

selalu dilengkapi dengan bukti transaksi dan harus mendapat persetujuan dari 

kepala sekolah. Di samping itu, laporan pertanggungjawaban keuangan 

disampaikan secara terbuka kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk 

komite sekolah, sebagai bentuk transparansi publik. 

Secara umum, pengelolaan Dana BOS di sekolah berjalan secara hati-hati 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya petunjuk 
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teknis (juknis) dan Permendikbud yang berlaku. Hal ini mencerminkan adanya 

komitmen sekolah untuk menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan 

keuangan, guna memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan 

untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. 

4.3.2 Penentuan Risiko (Risk Assesment) 

Berdasarkan temuan di lapangan, unsur pengendalian intern yang 

berkaitan dengan penilaian risiko (risk assessment) menunjukkan bahwa sekolah 

berada dalam situasi yang rentan terhadap berbagai risiko dalam proses 

pengelolaan Dana BOS. Risiko-risiko tersebut bersifat multidimensi, baik dari 

aspek administratif, teknis, maupun regulatif. Di antaranya, keterlambatan 

pencairan dana dari pemerintah pusat kerap menjadi hambatan utama yang 

mengganggu kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Selain itu, kesalahan 

dalam administrasi pencatatan dan pelaporan, ketidaksesuaian antara rencana 

anggaran (RKAS) dengan kebutuhan riil di lapangan, serta perubahan mendadak 

dalam regulasi atau petunjuk teknis (juknis), menjadi tantangan signifikan yang 

harus dihadapi oleh sekolah secara berkelanjutan. 

Risiko lainnya juga muncul dari aspek operasional, seperti kendala dalam 

proses pengadaan barang dan jasa, yang terkadang tidak dapat dilakukan secara 

efisien karena berbagai hambatan prosedural maupun keterbatasan penyedia lokal. 

Perbedaan persepsi antara interpretasi aturan dengan kebutuhan praktis sekolah 

juga dapat memicu ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran, terutama jika 

tidak diiringi dengan pemahaman regulasi yang mendalam. 
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Menghadapi situasi tersebut, pihak sekolah telah mengembangkan 

sejumlah strategi mitigasi risiko yang bersifat adaptif dan berorientasi pada solusi 

jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi pertama adalah dengan menyusun 

perencanaan anggaran yang fleksibel namun tetap akuntabel, sehingga mampu 

menyesuaikan apabila terjadi perubahan situasi atau kebutuhan mendesak. 

Pembentukan Tim Manajemen BOS yang terdiri dari unsur kepala sekolah, 

bendahara, operator, dan perwakilan guru juga menjadi langkah penting untuk 

memastikan adanya pembagian peran yang jelas dan sistem kerja yang 

kolaboratif. 

Sekolah secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program 

dan penggunaan dana, baik melalui rapat triwulanan maupun forum internal 

manajemen. Seluruh transaksi dicatat secara tertib dan akurat, disertai dengan 

bukti fisik yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Di 

samping itu, sistem dokumentasi terus diperkuat guna menjamin keterlacakan 

setiap proses penggunaan dana. 

Dalam menghadapi kebutuhan darurat, sekolah juga menyiapkan dana 

cadangan yang dapat digunakan secara cepat dan tepat. Upaya peningkatan 

kapasitas pengelola dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, agar 

setiap anggota tim memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan dan 

prosedur pengelolaan Dana BOS. Komunikasi intensif dengan Dinas Pendidikan 

menjadi aspek penting dalam mengklarifikasi kebijakan, menyampaikan kendala 

lapangan, serta memperoleh arahan terbaru terkait regulasi. Partisipasi aktif dalam 

forum diskusi atau sosialisasi antar sekolah turut membantu dalam bertukar 
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informasi, membandingkan praktik terbaik, dan memperkuat jejaring kerja sama 

antar satuan pendidikan. 

Secara keseluruhan, pendekatan proaktif dan kolaboratif yang diterapkan 

oleh sekolah menjadi kunci utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan 

merespons berbagai potensi risiko. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga 

keberlangsungan operasional sekolah, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan 

efektivitas penggunaan Dana BOS tetap terjaga sesuai prinsip tata kelola 

keuangan yang baik. 

4.3.3 Aktivitas Pengendalian (Control Activies) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah serta pihak-pihak 

terkait, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengeluaran Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di sekolah telah dijalankan secara akuntabel dan 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis) yang 

berlaku. Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar 

dalam setiap proses pengeluaran dana. Setiap rencana pengeluaran harus melalui 

tahapan verifikasi dan mendapat persetujuan dari Tim Manajemen BOS yang telah 

dibentuk secara resmi. Untuk belanja dalam jumlah besar atau yang bersifat 

strategis, sekolah juga melibatkan komite sekolah sebagai bentuk partisipasi dan 

penguatan akuntabilitas publik. 

Seluruh pengeluaran Dana BOS mengacu pada dokumen Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun secara partisipatif 

dan disahkan oleh Dinas Pendidikan. RKAS ini menjadi dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan dan penyerapan anggaran, sehingga seluruh penggunaan dana dapat 
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ditelusuri dan sesuai dengan prioritas kebutuhan pendidikan di sekolah. Dalam 

implementasinya, setiap transaksi keuangan dicatat secara detail oleh bendahara 

sekolah ke dalam buku kas umum, baik dalam bentuk manual maupun digital, 

serta dilaporkan melalui aplikasi resmi seperti BOS Online atau Aplikasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Hal ini memperkuat sistem pelaporan 

dan memudahkan proses monitoring oleh pihak eksternal. 

Dokumen pendukung, seperti nota pembelian, kuitansi, surat perintah 

kerja, dan bukti transfer, disimpan secara sistematis untuk keperluan audit dan 

pertanggungjawaban keuangan. Sekolah menyadari pentingnya dokumentasi yang 

lengkap sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi serta bukti kepatuhan 

terhadap prosedur pengelolaan dana publik. 

Untuk menjamin transparansi dan meminimalkan risiko penyimpangan, 

sekolah juga menerapkan sistem pengawasan internal yang dilakukan secara 

berkala. Tim verifikasi internal yang dibentuk oleh manajemen sekolah 

melakukan pemeriksaan triwulanan terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan 

RKAS dan regulasi yang berlaku. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebelum 

pelaporan ke dinas sebagai upaya preventif terhadap potensi kesalahan atau 

kelalaian dalam pencatatan. Selain pengawasan internal, sekolah juga terbuka 

terhadap audit eksternal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan maupun 

Inspektorat Daerah, baik secara terjadwal maupun mendadak. 

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan pengeluaran Dana BOS di sekolah 

mencerminkan adanya mekanisme pengawasan berlapis (multi-layered oversight 

mechanism) yang saling melengkapi. Pendekatan ini tidak hanya mendukung 
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prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan 

dana publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan 

komitmen sekolah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good 

financial governance) demi mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara 

optimal. 

4.3.4 Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, serta 

wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, diketahui bahwa alur 

komunikasi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 

sekolah berlangsung secara terstruktur, terbuka, dan partisipatif. Komunikasi yang 

efektif ini menjadi pilar utama dalam memastikan setiap tahap pengelolaan dana 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dijalankan dengan 

akurat, efisien, dan sesuai ketentuan.   

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tertinggi memainkan peran 

sentral dalam mengarahkan kebijakan pengelolaan dana, memberikan persetujuan 

akhir terhadap setiap pengeluaran, serta menjembatani koordinasi antar pihak 

internal dan eksternal. Sementara itu, bendahara bertugas mencatat seluruh 

transaksi keuangan secara administratif dan menyusun laporan 

pertanggungjawaban. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana turut 

mendukung dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadaan 

barang/jasa yang didanai oleh Dana BOS. 

Proses komunikasi internal terjalin secara rutin melalui rapat Tim 

Manajemen BOS, baik dalam forum formal yang dijadwalkan secara periodik 
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maupun dalam diskusi informal yang bersifat responsif terhadap situasi di 

lapangan. Rapat-rapat ini berfungsi sebagai media koordinasi untuk membahas 

perkembangan realisasi anggaran, mengidentifikasi kendala, menyusun solusi, 

serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung 

jawabnya masing-masing. Partisipasi yang merata dari seluruh anggota tim 

menjadi indikator bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan 

berbasis musyawarah. 

Selain komunikasi internal, sekolah juga menjalin hubungan komunikasi 

yang aktif dengan pihak komite sekolah sebagai bentuk pengawasan eksternal. 

Komite tidak hanya dilibatkan dalam peninjauan rencana anggaran, tetapi juga 

memberikan pertimbangan terhadap kebijakan strategis yang melibatkan 

penggunaan dana dalam jumlah besar. Dengan demikian, keberadaan komite 

sekolah tidak hanya simbolis, melainkan berperan nyata dalam memperkuat 

transparansi dan kontrol sosial. 

Untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik, sekolah menyusun 

strategi komunikasi eksternal melalui berbagai saluran. Laporan keuangan 

disampaikan secara berkala kepada komite sekolah dan diinformasikan kepada 

orang tua siswa, baik melalui pertemuan wali murid, papan pengumuman sekolah, 

maupun media visual seperti infografis yang mudah dipahami. Langkah ini 

merupakan bentuk akuntabilitas publik serta upaya membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan. 

Secara keseluruhan, alur komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS di 

sekolah mencerminkan adanya sistem koordinasi yang solid, integratif, dan 
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berorientasi pada keterbukaan. Koordinasi lintas peran yang berlangsung secara 

horizontal dan vertikal, baik internal maupun eksternal, menjadi fondasi yang 

krusial dalam menciptakan tata kelola keuangan sekolah yang transparan, 

akuntabel, dan partisipatif. Model komunikasi seperti ini tidak hanya mendukung 

efektivitas implementasi Dana BOS, tetapi juga menjadi cerminan penerapan 

prinsip-prinsip good governance di lingkungan satuan pendidikan. 

4.3.5 Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, dan 

wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah 

dapat dikatakan telah berjalan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. 

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS dilaksanakan secara langsung oleh 

kepala sekolah selaku penanggung jawab utama, dibantu oleh Tim Manajemen 

BOS dan unsur pengawasan internal lainnya. Struktur pengawasan ini dirancang 

untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam pengelolaan dana berjalan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan prinsip tata kelola keuangan yang baik.   

Pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara jelas dan formal. 

Kepala sekolah memegang kendali dalam koordinasi umum dan pengambilan 

keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengeluaran dan 

persetujuan kegiatan. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana (Waka 

Sarpras) fokus pada pengawasan teknis, khususnya dalam memastikan bahwa 

pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana BOS sesuai dengan perencanaan 

yang tercantum dalam RKAS. Sementara itu, bendahara sekolah bertugas 
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mencatat seluruh transaksi keuangan secara administratif dan memastikan 

kelengkapan dokumen pendukung untuk pelaporan dan audit.   

Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan SPI dilakukan secara rutin, baik 

secara triwulanan maupun di akhir semester, melalui rapat koordinasi internal. 

Agenda evaluasi meliputi peninjauan atas kepatuhan terhadap RKAS, keakuratan 

pelaporan keuangan, dan kesesuaian pengelolaan dana dengan peraturan terbaru, 

termasuk perubahan juknis atau Permendikbud yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Evaluasi ini menjadi alat ukur untuk mengidentifikasi kelemahan serta menyusun 

langkah perbaikan berkelanjutan.   

Dari perolehan data di lapangan juga diketahui bahwa temuan audit dari 

pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan maupun Inspektorat Daerah umumnya 

bersifat administratif. Contoh temuan meliputi ketidaksesuaian belanja terhadap 

perencanaan, dokumen pendukung yang kurang lengkap, atau keterlambatan 

pelaporan. Namun demikian, setiap temuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh 

pihak sekolah melalui perbaikan dokumen, penyempurnaan sistem pelaporan, 

serta peningkatan prosedur pengawasan. Langkah-langkah perbaikan ini menjadi 

bukti adanya responsifitas sekolah dalam menjaga akuntabilitas serta memperkuat 

sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.   

Secara keseluruhan, pelaksanaan SPI Dana BOS di sekolah menunjukkan 

adanya komitmen tinggi terhadap prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. 

Hal ini tercermin dari keberadaan pengawasan internal yang aktif, tindak lanjut 

yang cepat terhadap temuan audit, serta evaluasi rutin yang dilakukan untuk 

memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara tertib, sah, dan dapat 
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dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini tidak hanya membantu meminimalisasi 

risiko penyimpangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap 

integritas pengelolaan dana pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terkait 

“Analisis Sistem Pengendalian Intern Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada 

Sekolah Dasar Negeri Beuringen Kecamatan Perlak Barat Kabupaten Aceh 

Timur” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Dana BOS di sekolah telah menerapkan unsur lingkungan 

pengendalian secara konsisten, dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang 

berperan sentral dalam seluruh proses pengelolaan dana. Struktur organisasi 

ditetapkan melalui SK Tim BOS dengan pembagian tugas yang jelas. 

Meskipun belum ada kode etik tertulis, pengelolaan dana berpedoman pada 

nilai akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Semua kegiatan dilakukan 

sesuai juknis dan peraturan yang berlaku. 

2. Sekolah menghadapi berbagai risiko dalam pengelolaan Dana BOS, seperti 

keterlambatan pencairan dana, kesalahan administrasi, perubahan regulasi, dan 

kendala pengadaan.  

3. Alur komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah berlangsung secara 

terstruktur, terbuka, dan partisipatif. Kepala sekolah memimpin koordinasi, 

bendahara mencatat transaksi, dan waka sarpras mengawasi kegiatan fisik. 

Komunikasi internal dilakukan melalui rapat rutin dan diskusi informal, 

sementara komunikasi eksternal melibatkan komite sekolah dan orang tua 

siswa. Informasi disampaikan secara transparan melalui berbagai media. 
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Sistem komunikasi ini mendukung tata kelola keuangan yang transparan, dan 

akuntabel. 

4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dana BOS di sekolah berjalan 

secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan pengawasan langsung oleh kepala 

sekolah dibantu Tim Manajemen BOS. Tugas dibagi secara jelas, evaluasi rutin 

dilakukan, dan temuan audit eksternal ditindaklanjuti secara responsif. Sekolah 

menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi, 

yang memperkuat integritas serta kepercayaan publik dalam pengelolaan dana 

pendidikan.
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan 

peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak sekolah disarankan untuk menyusun dokumen tertulis yang 

merinci sistem pengendalian intern secara menyeluruh, termasuk kode etik, 

alur pengawasan, prosedur evaluasi, dan mitigasi risiko, agar menjadi pedoman 

resmi dan berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan. 

2. Kepada pihak sekolah untuk menerapkan strategi mitigasi seperti perencanaan 

anggaran yang fleksibel, pembentukan Tim Manajemen BOS, evaluasi rutin, 

pencatatan tertib, serta pelatihan dan komunikasi intensif dengan Dinas 

Pendidikan. 

3. Kepada kepala sekolah diharapkan memfasilitasi pelatihan rutin bagi Tim 

Manajemen BOS, terutama bendahara, operator, dan Waka Sarpras, agar 

mereka terus memahami perkembangan regulasi, prosedur pelaporan, dan 

penggunaan sistem digital seperti ARKAS dan BOS Online. 

4. Kepada komite sekolah melakukan pemantauan dalam penerimaan dan 

pengeluaran kas tidak hanya pada saat rapat pleno, namun sebaiknya juga 

melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang 

dibuat oleh sekolah. 
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